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TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAMJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUARA ENIM

batwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor = Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009,

1.

Undang-Undang Nomor Tahun 28 Tahun 1959, Pembentukan Daerah Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan - (Lembaran
Negara Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomar 1821);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia: Nomor 1312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 1994 Mamor 62, Tambabhan Lembaran Negara Republik
indonesia Momor 3569);




10.

1.

12.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perclehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3688);

Undang-undang Momor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran MNegara Reépublik Indonesia
Nomor 3831);

Undang-Undang Momor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Megara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Momor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4355);

Undang -Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Megara Republik
indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Homor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2004 Namor &6, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional {Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimiana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Momor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaian Megara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049}




13. Peraturan Pemerintah Nomor. 20 Tahus 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
(Lembaran Megara Republik indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomor 4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomaor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Momor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2001
Momor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan' Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran Negara Republik indongsia Tahun 2004 Nemer 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2007 Homor 47, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Momor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4303);

19. Peraturan Pemerintah Momor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005
Momor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4574);

20. Peraturan Pemerintah Momar 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomaor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4575);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesta
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4576);

T2. Peraturan Pemerintah Momor 57 Tahun 2005 tentang Hibah {Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Momor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
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33.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan: Keuangan Daerah. {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahue 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan. penerapan Standar Pelayanan Minimal
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45385);

Peraturan Pemerintah Momor 8 Tahun 2006 tentang vﬂ.mﬁuﬂ: Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah {Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2009;

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Momor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan keuvangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim {(Lembaran daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Nomor
7 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun
2007 {Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Emim Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2005-2025 {Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahum 2008 Momor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Muara Enim {Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 22);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Momor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim {Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 23);

Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24);




34, Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Momor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Merja Inspektorat,
Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Kabupaten Muara Enim {(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008
Momor 25);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 26);

36, Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan
Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomar 27);

37, Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 12);

38, Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pengelotaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 13);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Momer 25 Tahum 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Muara Enim Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 20);

40. Peratisran Daerah Kabupaten Muara Enim Momor  Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2009 {Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 Nomor . Seri A);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan ;  PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp.  1.062.876.606.255,81
bertambah/ {berkurang § sejumlah Rp. 7.128.321.170,60 sehingga menjadi Rp. 1.070.004.927.426,41 dengan rincian sebagai berikut :




1. Pendapatan

a. semula Rp. 1.005,295.798.918,00

b. Bertambah/{berkurang) Rp.  (16.896.997.980,00)
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 988.398.800.938,00

2. Belanja

a. Semula Rp. 1.062.876.606.255,81

b. Bertambah/(berkurang) Rp.  7.128,321.170,60
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 1.070.004.927.426,41
Surpkus/(Defisit) setelah perubahan Rp. (B1.606.126.488,41)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 68.130.000.000,00

Z) Bertambah/ (berkurang) Rp. 24.300.319.150,60

Jumilah penerimaan setelah perubahan Rp. 92:430.319.150,60
b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 10.549.192.662,19

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 275.000.000,00

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 10.824.192.661,19

Jumlah _um:.kEmu__ﬂm.S Heto setelah perubahan Rp. | 81.606.126.488,41

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah perubahan Rp. -

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan ini.




Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4
Peraturan ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tangzal : 26 Oktobar 2000

BUPAT! MUARA ENIM

m Diundangkan di Muara Enim MUZAKIR SAI SOHAR
- Pada tanggal 27 Oktgher 2003

SEKREFAR
KABUP EMIM

ABDUL WAHAB MAHARIS
BERITA DAE KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 20059 NOMOR 4 SIERI A




